NOMOR 38 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 4 TAHUN 2007

TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT: KONAWE ,

bahwa tenaga listrik merupakan salah satu kebutuhan yano

sangat penting aitinva bagi kehidugan manusiz. tetapi juga darzt

meinbahayakan keselamatan jiwa dan harta benda manusia, olet
karena itu perlu diatur pengelolaan dan usaha penyediaannya;

b. bahwa dalam rangka medorong peningkatan usaha penyediaar
tenaga listrik bagi kepentingan rakyat, maxa perlu diaawr
pengelolaan dan pemanfaatannya.

c. bahwa untuk maksud point a dan b tersebut ciatas, maka peu

ditetapkan dalam Peraturan Dzerah Kabupaien xonawe.

Menimbang

Q

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukar
Daerah-Daerah Tingkat I di Sulawesi (Lemparan Negara =i
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Rl 1822):
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerar
dan Refribusi Daerah (LN Tzhun 1997 Nomor 41, TLN Nomar
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undzng-Undang Nomcr
34 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 Nomor 246, TL* 4048);
3. Undnag-Undang Nomopr 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaar
Lingkungan Hidup (LN Tahur 1997 Nomor 66, TLN Nomor 369¢)



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENMN KONAWE
dan
BUPATI KONAWE

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH KABUPATEN KONAWE  TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA KETENAGALISTRIKAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daiam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe

Bupati adalah Bupati Konawe

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerzh Kabupaten Konaws

Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan dan Energi KabLoaten Konaw

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi KabLoaten Konawe

Instalasi tenaga listrik, selanjutnya disebut instalasi adalah bangunan, mesin-

mesin, peralatan, saluran - saluran dan transformasi. distribusi. ¢z pemanfaatar

tenaga listrik.

Jaringan transmisi Nasiena! adalah jaringan Fansmisi tegangan tnzgi, ekstra dan /

atau ultra tinggi unwk menyalurkan tenaga liszik bagi kepentinzzn umum vang

ditetapkan pemerintah sebagai jaringan transmisi Nasional.

8. Penggunaan utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara
terus menerus untuk melayani kebutuhan sendini maupun umurm sesuai dengan
tenaga listrik yang diperlukan. _

9. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dit zngkitkan hanya
pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik dari pemeczng kuasa usaha
ketenagalistikan (PKUK) atau pemegang izin ussha ketenzc=zlistrikan untuk
kepentingan umum (PIUKU)
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10. Penggunaan sementara adalah penggunaan tenaga listrik yana dibangkitkan untuk
kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang
relatif mudah dipindah-pindahkan (jenis portable).

11. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri seianjutnya disebut
UKS adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang
memberikan kegunaan bagi kepentingan sendiri

12. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya
disebut UKU adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik
yang memberikan kegunaan bagi kepentingan umum

' 13. Usaha Jasa Penunjang adalah usaha di bidang jasa ketenagalistrikan yang
meliputi Jasa Perencanaan, Pembangunan / Pemborongan. Pemeliharaan dan
Pengawasan ketenagaiistrikan

BAB i
PEMANFAATAN SUMBER ENERGI UNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

Pasal 2

t (1) Sefiap pembangkit tenaga listrik memprioritaskan pemanfaatan sumber energ
primer setempat, batk yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan dengan
memperhatikan aspek ekonominya

a (2) Ketentuan mengenai prioritas pemanfaatan sumber ensrgi - sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengar. Peraturan Bupati.

BAB il
RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH

Pasal 3

(1)  Pemerintah Daerah Menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah

(2) Dalam menyusun rencana umum Ketenagalistikan daerah sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah memperhcikan aran dan
masukan dari masyarakat setempat.

(3)  Penyusunan rencana umum Ketenagalistrikan Daerah mengzac: pada pedeman
rencana umum Ketenagalistriikan yang ditetapkan oleh Pemerin:zh.
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i (4) Pada wilayah yang tidak dan / atau belum dapat menerapkan kompetensi, badan
! usaha yang memiliki wilayah usaha wajib membuat rencana psnyediaan tenaga
listrik berdasarkan rencana umum Ketenagalistrikan daerah.
(5) Pemerintah Daerah menyediakan dana pembangunan sarana penyediaan tenaga
listrik di daerah terpencil dan di daerah pedesaan.

1’ BABIV
USAHA KETENAGALISTRIKAN

Bagian Pertama
Usaha penyediaan tenaga listrik untuk Kepentingan Sendiri
(UKS)

Pasal 4

Sefiap usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri hanya dapat
dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati

)
i

Pasal 5

. (1) Penyediaan tenaga listik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas

A pembangkitnya sampai dengan 200 KVA ke atas, maka hanya dapat dilaksanakan
| setelah mendapat izin dari Bupati

(2) Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas di bawan
200 KVA, maka wajib didaftarkan pada Pemerintah Daerah melaiui Dinas
} Pertambangarn

(3) lzin Usaha dan wajib daftar diberkan kepada Badan usaha. Perseorangan
Koperasi, kelompok masyarakat, instansi Pemerintah atau instansi iainnya.

Pasal 6

Permohonan izin Usehe penyediaan tenaga listrik uniuk kepentingan sendiri diajukan
 secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan dengan melampirkan:

ia.  Akta pendirian perusahaan

‘ 0. Gambar tata letak lingkungan

}c. Gambar denah instalasi
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Diagram garis tunggal instalasi

Uraian rencana kebutuhan tenaga listrik

Dokumen persetujuan Analisis mengenai Dampeak Lingkungan (AMDA!) atau |
Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL]
sesuai Peraturan Perundang-undangan yang beriaku.

Pasal 7

(1). Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri berlaku untuk

jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

(2). Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dinyatakan patal

apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tehun sejak tanggal penerbitan izin,
pembangunan instalasinya belum dilaksanakan.
Pasal 8

(1). Sebelum pengeporasian tenaga listrik, Pemegang izin usaha penyediaan tenage

listrik untuk kepentingan sendiri wajib memiliki izin lak operasi dari tim teknis
Dinas Pertambangan bersama instansi teknis lainnya yang dit=tapkan dengan
surat keputusan Bupati

(2). lzin laik operas diberikan kepada pemegang izin usana tenaga lisTix menurut sifat

penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan yartu ;
a. Penggunaan utama

b. Penggunaan cadangan

c. Penggunaan darurat

d. Penggunaan sementara

. lzin laik Operzsi diberikan untuk jangka waktu 5 (iima) ta~un dan dapat

diperpaniang.
Pasal 9

Pemegang izin laik operasi berkewajiban :

‘@ Melakukan kegiaian usahanya sesuai dengan izin yang diderikan, dan
bertanggung iawah ~tas segala akibat yang imtul dari pelaksanaan izin yang
diberikan.

b.  Menyampaikan lapcran berkala kepada Bupzi melalui Dinzs Sertambangan
mengenai usahanya setiap 6 {enam) bulan dengan menggunaks~ 2entuk laporan
yang telah ditetapkan.
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L2

Melaporkan setiap perubahan yang berhubungan dengan usahanya

Memberikan kesempatan kepaca petugas yang ditunjux  Bupati untuk
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanzaan izin operasi

Melaksanakan ketentuan- keteniuan teknik. keamanan dan :sselamaten sera

cdtl
fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a o

'(D

Pasal 10

|zin laik operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) harus:

a. Diperbarui apabila diadakan perubahan sifat penggunaannya.

b. Diiaporkan kepada Bupati Konawe melalui Dinas Pertambangan. apabila ada
perubahan kapasitas pembangkit yang besarnya sampai dengan 10 % dari jumlah
kapasitas pembangkit tenaga listrik yang diizinkan.

Pasal 11
|zin laik cperasi berakhir karena ;
a. Habis masa berlakunya
b. Dikembalikan
c. Dibatalkan
Pasal 12

Ketentuan dan tata cara permohonan dan pemberian izin laik operas’ zizwur lebin lanjut
dengan Peraturan Bupati

Bagian Keduz
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (UKU)

Pasal 13
Setiap usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang tdak masuk

jaringan transmisi nasional dan lintas Kabupaten hanya dapat diiz<sanakan znabila
mendapat izin dari Bupati
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Pasal 14

{1) Usaha penyediaan tenaga lisfrik uniuk kepentingan umum retiputih
Pernbangkit Tenaga Listrik

Transmisi Tenaga Listrik

Distribusi Tenzga Listrik

Penjualan Tenaga Listrik

Agen Penjualan Tenaga Listrik

Pengelolaan Pasar Tenaga Listrik

Pengelolaan Sistem Tenaga Listrik

Q@ "o a0 o

(2). Di wilayah yang tidak dan / atau belum dapat menerapkan :-:ompetjsi_, psaha
penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam aya: ) dapat dilakukar
secara terintegrasi.

Pasal 15

Permohonan izin Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingzn umum diajukan

secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan dengan ~slampirkan date-

data tentang:

Lokasi Usaha

Jenis dan kapasitas pembangkit tenaga listrik / transmisi / distrio.s

Jenis energi primer yang digunakan.

Distribusi Tenaga Listrix

Wilayah Usaha

Jedwal Pembangunan

Sumber Pendanaan

Jadwal Pengoperasiaan

Jadwal penggunaan fenaga kerja asing maupun lokal bz selama mesa

pembangunan maupur selama beroperasi.

j.  Dokumen Persetujuzn Analisis Mengenai Dampak Lingkungar {AMDAL) atau
Uraya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Ling<ungan {UKL)
sesuai perundang-undangan yang berlaku.

'..£7 N D A 0 (SR
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Pasal 16

(1). Paling lambat dalam waktu 30 {tga puluh} hari kerja setelar permohonan izir“.
usaha penyediaan tenaga listrik diterimz dengan lengkap. Supati mengambil
keputusan untuk menerima dan / atau menolak member izin.

(2). izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum diberikan untuk
jangka waktu 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 17

lzin Usaha Penyediaan Tenaga Listik untuk kepentingan umum dinyatalfan b.a.ta}
apabila dalam jangka waktunya 2 ( dua) tahun sejak tanggal penerbitan izin,
pembangunan instalasi belum dilaksanakan.

Pasal 18

Pemegang izin Usaha Penyediaan Tenaga Listik untuk Kepentingan Umum wajib :

a. Memenuhi kebutuhan tenaga listrik di wilayah usahanya

b. Bertangaung jawab atas segala akibat yang imbul dari pelaksanaan izin Usaha
yang diberikan.

c. Melaksanakan ketentuan teknik, keamanan dan «eselamatan ssria kelestarian
fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Menyampaikan laporan secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali
kepada kepada Bupati melalui Dinas Pertambangarn

Pas4l 19

(1). Harga jual tenaga listrik untuk konsumen dari usaha penyediaan tenaga listrik
untuk kepentingan umum akan diztur dengan keputusan Bupati berdasarkan
peraturan yang berlaku ,

:(2). Dalam hal pengaturan harga jual tenaga listrik akan diperhatikan hal-hal;

Kepentingan Daerah

Kepentingan Konsumen
Kaidah-kaidah
Biaya Produ:si

CL O T g
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Efisiensi Pengusahaar
Kelangkaan dan sifat - sifat khusus sumber energi primar yang digunakan
Skala pengusahaan dan inteikoneksi sistem yang dipa- 2

Biaya pelestarian fungsi iingkungan hidup

Kemampuan masyarakat

Mutu dan keadaan penyediaan tenaga listrik.

h D

- @
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(3). Harga jual tenaga listrik dinyatakan dalam mata uang rupiah
Pasal 20

(1). Instalasi tenaga listrik milik pemegang izin Usaha Penyediaan Tenaga listrik untux
Kepentingan Umum hanya dapat dioperasikan secarz komersial seteiz™
mendapat sertifikat laik operasi

(2). Pemeriksaar instalasi dan penerbitan sertifikat uji laik operzs! dilakukan oleh £~
teknis Dinas Pertambangan bersama instansi lainnyz sesuai peratura-
perundang-undangan yang berlaku

Bagian Ketiga
Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 21

Sefiap usaha jasa penunjang tenaga listrik hanya dapat dilakukan s=telah mendapat '
izin dari Bupati

Pasal 27

(1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik diklasifikesi berdasarkan je~is dan golongan
usaha sebagai berikut :
a. Konsultasi Ketenagalistrikan
(1). Perencanaan Ketenagalistrikan :
a) Perencanaan Ketenagalistrikan Golongan A
b) Perencanaan Ketenagalistrikan Cz'ongan B
¢) Perencanaan Ketenagalistrikan Golongan C
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~d)  Perencanaan Ketenagalistikan Golongan D .
(2}. Pengawasan Ketenagalistrikan

a) Pengawasan Ketenagalistikan Golengan A

b)  Pengawasan Ketenagalistihan Golongan 8

~engawasan Ketenagalistihan Golongan C

d) Pengawasan Ketenagalistikan Golongan D

b. Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagaiisirikan
Usaha pembangunan dan Pemasangan Peralatai Ketenagalistrikan dibagi
sesuai dengan kemampuan teknik badan usaha sebagai berikut :
1) Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan Gol. |
2) Pembzngunar dan Pemasangan Peraiatan Ketenagalisiikan Gol. Il
3§ Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistikan Gol. lll

4) Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalisrikan Gol. IV

C. Pemeliharaan Peralatan Ketenagalistrikan
(1). Pemeliharaan Peralatan Ketenagalistrikan
a) Perawatan Peralatan Ketenagalistrivan Golongan |
b) Perawatan Peralatan Ketenagalistrivan Golongan !
¢) Perawatan Peralatan Ketenagalistrian Golongan |l
A dj Perawatan Peralatan Ketenagalistriran Goiongan [V
(2). Pengujian Ketenagalistrikan
a)  Pengujian Ketenagalistrikan Goio 7
b)  Pengujian Ketenagalistriran (o107
g) Pengujian Ketenagafistrivan 01~ g2
B fessat ¢) Pengujian Ketenagalistrikan Gocngen D _
B qan «©71ang penggolongan sebagaimzr.z tersebut pada pzsal 21 poini a,b
den ¢ di atas akan diatur jebin lenjut dengar «=zoutusan Bupat

s

Pasal 27

Tata cara permchonan dan pemberian iz utzr 2 jasa penunjang =naga listrk akan

diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupzt
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BABV
RETRIBUS!

Bagian Pertama
Objek dan subyek Retribusi

Pasal 24

Setiap pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
sendiri, izin usaha penyediaan tenaga lisirk untuk kepentingan umum dan izin
usaha jasa penunjang tenaga listrik dipungut Retribusi

Objek Retribusi adalah pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan szndiri, tanda wajib daftar usaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan sendiri, izin penyediaan tenaga listrik untuk kepentngan umum dan
pemberian sertifikasi laik operasi serta pemberian izin usaha jasa penunjang
tenaga listrik

Subjek Refribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang mendapat izin
usaha penyediaan tenaga listrik uniuk kepentingan sendiri, tanda wajib daftar
usaha penysdiaan tenaga listrik untuk kepentingan sendri. izin penyediaan
tenaga iistrik untuk kepentingan umum dan pemberian sertifix2s’ laik onerasi
serta izin usaha jasa penunjang tenaga listrik

3agian kedua
Golongan Retribusi

rasal 25

Retribugi lzin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, izin
penyedlgaq tepaga listrik untuk kepentingan umum dan izin usaha jas2 penunjang
tenaga listrik digoiongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

=t € man BAS. HUKUM
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(1).

(2).

(1).

—
o
-

)

(4).

Bagian ketiga
Prinsip Penetapan Struktur dan Besarmya Tarif Retribusi

Pasal 26 .

Prinsip yang digunakan dalam penetapan strukiur dan besarnya tlarif refribusi
didasarkan atas kapasitas usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan
dengan tujuan menarik biaya untuk menutupi biaya penvelenggaraan pefayanan

perizinan.

Biaya penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) meliputi biaya jasa penyediaan perizinan, pengawasan dan pembinaan
Pasal 27

gnunjang

Setiap kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dan usahajasa o
wai'D dikenakan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 12 dan pasal 20

retribusi.

Tarif refribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan stzg

a. lzin usaha penyediaan tenaga listrik u:itu* kepentingan szn
kapasitas di atas 200 KVA = Rp. 500.000 -

al berikut:
diri dengan

b. lzin usaha penyediaan tenaga listrix untuk kepentingzn umum = Ro.

3.300.000 -
Izin Jasa Penunjang usaha ketenagalistrikan = Rp. 156.00C -

O

d. Tanda Wajib Daftar bagi penyedia tenaga listrik untuk kepsningan senci

dengan kapasitas di bawah 200 KVA Ro. = 100.000.-

. izin Laik Cperasi Tenaga Listrik Untuk Kepeningan Sendii cengan kapast

sampai dengan 200 KVA = Rp. 100.000.-

i
(\)
w

f. lzin Laik Operasi Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dengan kapasiias

diaias 200 KVA = Rp. 250.000,-

g. izin Laik Operasi Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum = Rz. 500.000 -
Besarnye tarif perpanjangan izin dan daftar ulang  adalah 75 °2 dari biaya

semula

Biaya sebagaimana tersebut pada ayat 2 dan 3 di atas merupakz- | rnerim
Daeran yang harus disetor ke Kas Daer=h sesuai katentuan dan r':/c'nsme
diatur berdasarkan perundang-undangar yang beriaku.
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Biaya peninjauan lokasiflepangan dan pembuatan dokumen Amdal ditanggung

(5}
oieh pemohon
(6). Ketentuan mengenai tata cara pungutan ¢an pen"morcn sebagaimana dimaksud
dalam ayat 4 akan diatur lebih lanjut dengan Peraiuran Bupati nonawe.
Bagian Keenam
Tata Cara Pembayaran
Pasal 28
(1) Pembayaran Retribusi diakukan secara tunai
(2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan
menggunakan Surat Ketetapan Refribusi Daerah atau alat tagih lain yang
dipersamakan dengan itu.
Bagian Kelima
Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi
Pasal 29
(1). Bupati dapat memterikan pengurangan, keringanan, dan Pembebzsan Retribusi
(2). Tata cara pemberian pengurangan, dan Pembsbasan Retribus! ssbagaimana
dimaxsuc dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bunat.
Bagian Keenam
Keberatan
) Pasal 30
(1). Wajnb_Rem'busi dapat mengajukan keberatan ates penetapan retribusi dan atau
sanksinya kepada Bupati
(2). Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat {1} diajukan daiam jangka waktu
2(dua) bulan sejak tanggal surat Ketetapan Re'mum Daerah diteroikan kecuali
apabila wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu fersebut fidak
dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
(3). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban untuk membayz- rfribusi den

rint € mcn BAS. = XUM
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Pasal 31

(1). Bupai dalam iangka wakiu sekurang-kurangnva 6 (enam) tulan sejak tanggal
surat keberatan diterima Buoati harus memberikan Keputusa~ atas keberatan
yang bersangkutan. v

(2). Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (i) dapat berupa
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah oesarnya retribusi
yang terutang.

(3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1’ ‘elah lewat dan
Bupati tidak memberikan suatu keputusan maka keberatan yang cigjukan tersebut
dianggap diterima

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Pelaksanaan, pembiniaan dan pengawasan atas kegiatan pelaksanaa~ 'zin operasi 2an
izin panyediaan tenaga Listrik dilakukan oleh Dinas Pertambangan

Pzsal 33

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 v2ng meliput

a. Keselamatan dan Keamanan bagi manusiz dan pada kess . han sisien
penyedizan tenaga listrik

b. Optimasi pemanfaatan sumber energi domastk, termasuk perz-‘zaian ens g

' terbarukar

Parlindiinaan lin ungan
ol |l||\‘ul‘uul| |||| l |\d (N

d. Pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan zzn berefisiensi
tinggi pada pembangkit fenaga listrik.

e. Pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, termasuk kompetensi £ngineering.

f  Keadaan dan cakupan penyediaan tenaga listrik.

g. Tercanainya standarisasi di bidang ketenagalistrikan

O
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Pasal 34

Dalam meiaksanakan pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaxsud dalam

pasal 33 Dinas Pertambangan:

a. Dapat menetapkan pedoman dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang beriaku.

b. Memberikan bimbingan serta pelatihan

c¢. Melakukan inspeksi terhadap instalasi ketenagalistrikan.

BAB Vi
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 35

(1). Barang siapa yang tidak mentaati ketentuan pasal 4, pasal 12 dan pasal 2C
Peraturan daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tigz
bulan dan / atau denda sebanyak-banyaknya 5 x Retribusi terutang

(2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana pelanggarar

Pasal 36
(1). Selain Peiabat Penyidik Umum, maka penyidixan atas pelanggaran Peraturar
Daerah ini dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungar
Pemerintah Daerah :
(2). Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dalem
melaksanakan penvidiken dilakukan sesuai kewenangan yang diberikar
berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang beriaku

BAB Vil
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 37
Semua izin Usaha Ketenagalistikan yang telah diberikan sebelum ditetapkar

Peraturan Daerah ini tetap beraku sampai de~gan berakhirnya lzin Uszhz
ketenagalistrikan tersebut dan diwajibkan untuk mendzeiar ulang untuk diklasifikasikan
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keabsahan dang kelengkapan dokumen perizinan yang dimilikinya dqn bagi yang tidak
dapat membuktikan keabsahan dan kelengkapan perizinannya akan dikenakan tindaian

penertiban.
Pasal 38

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksaan akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 39
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

n

Agar supaya sefiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundanczn
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupz-zn

Konawe.
Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal 11 Juni 2007
BUPATI KONAWE,

Divndangkan di Unaaha
Pada tanggal 19 Juni 20C7
Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,
T.T.D
MUSTARI TUMORO

LEM3ARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2007 NOMCR 38

UNTUK SALINAN

'DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA,
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE.






